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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran
pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah desa dalam mencapai
kemandirian sosial. Pemberdayaan masyarakat di tingkat desa menjadi
strategi krusial dalam meningkatkan kapasitas lokal dan ketahanan sosial.
Melalui studi kasus di beberapa desa, penelitian ini mengidentifikasi
berbagai inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa,
termasuk  pelatihan  keterampilan, penyuluhan ekonomi, dan
pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keterlibatan aktif pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan
program- program pemberdayaan secara signifikan berkontribusi pada
peningkatan kemandirian sosial masyarakat. Program- program tersebut
tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan, tetapi
juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan
masyarakat yang efektif melalui pemerintahan desa dapat mempercepat
pencapaian kemandirian sosial dan menciptakan komunitas yang lebih
resilien dan mandiri.

Abstract

This study aims to explore and analyze the role of community empowerment
through village government in achieving social independence. Community
empowerment at the village level is a crucial strategy for increasing local capacity
and social resilience. Through case studies in several villages, this study identifies
various initiatives and programs implemented by village governments, including
skills training, economic counseling, and infrastructure development. The results
show that the active involvement of village governments in designing and
implementing empowerment programs significantly contributes to increasing
community social independence. These programs mnot only improve economic
welfare and health but also encourage active community participation in the
decision-making process. This study concludes that effective community
empowerment through village government can accelerate the achievement of social
independence and create more resilient and independent communities.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang eksistensinya telah diakui dunia. Artinya Indonesia

tidak tercipta dari peristiwa instan dan serba cepat. Indonesia sebagai organisasi negara sebenarnya diilhami oleh adanya

sistem kemasyarakatan atau sistem sosial yang sudah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sistem sosial yang
dimaksud adalah sistem sosial yang berpegang teguh pada kearifan budaya lokal sebagai pedoman aktivitas berbagai
aspek kehidupan. Betapa urgennya kearifan budaya lokal masyarakat desa, sehingga konstitusi menyebutkannya secara
tegas dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Terlebih pada warsa ini, keseriusan Pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Desa semakin nampak dengan
adanya kesepakatan lembaga legislatif dan eksekutif melakukan revisi regulasi Desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Perubahan regulasi tentang desa tentunya
tidak hampa dari tujuan mulia pemerintah untuk menciptakan tatanan pemerintahan dan masyarakat yang lebih layak
dan mapan. Hal itu dapat digali dari dasar konsideran pertimbangan point a dan b UU Desa yang menunjukkan bahwa,
perubahan terhadap beberapa pasal semata-mata merupakan upaya pemerintah lebih mengakui eksistensi Desa dengan
hak asal-usul dan tradisionalnya dalam proses mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perubahan dilakukan juga untuk menunjukkan kesadaran pemerintah
atas perkembangan desa sebagai pondasi pemerintah merealisasikan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga pada pasal (2) UU Desa diatur kewenangan
Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Selain itu, ditemukan pula tujuan pengaturan Desa pada Pasal (4) UU Desa dengan perincian: memberikan
pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung
jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan
umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Diberlakukannya UU Desa di Indonesia dalam kurun lebih dari satu dasa warsa ternyata semakin mencerahkan
Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan perkembangan Desa. Sebab Pemerintah Pusat telah mencapai pada
pemikiran bahwa kekayaan nilai-nilai kearifan budaya yang tertanam kuat dalam masyarakat merupakan modal dalam
menjalankan proses pemerintahan yang selaras dengan kebutuhan dan keinginan hukum masyarakat. Kearifan lokal yang
dimiliki masyarakat dinilai oleh negara sebagai aset yang sangat berharga bagi upaya pengembangan pemerintahan dan
lembaga-lembaga negara tanpa meninggalkan identitas dan jati diri bangsa. Terlebih ditunjang semangat reformasi tahun
1999 yang dimotori oleh para mahasiswa, pemerintah semakin menyadari bahwa sistem pemerintahan sentralistik acap
kali meninggalkan kegagalan dan kekecewaan, baik bagi Pemerintah maupun rakyat. Sehingga melalui pengundangan
UU Desa Pemerintah menaruh harapan gemilang dalam mewujudkan kesejahteraan secara luas dengan ilham nilai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Idealitas harapan dan tujuan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan
yang digulirkan kepada pemerintah desa berdasarkan karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya alam serta
kearifan budaya lokal yang dituangkan pada UU Desa, dalam dinamikanya ternyata mendapatkan respon positif
dikalangan para akademisi. Diantara respon para akademisi terhadap perberlakuan UU Desa Perubahan dapat ditemukan
sebagai berikut: Pertama, keberadaan UU Desa sebagai produk hukum yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertanian dan sumber daya alam sekitarnya, dinilai
sebagai upaya yang tepat dan strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Rahmat et al, 2018) Kedua,
pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, kemampuan pendanaan
desa, dan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan serta didasarkan pada kondisi sosial, ekonomi, dan
sistem kepercayaan masyarakat yang nyata.(Puslitbang - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia & Ardiwidjaja, 2018)
Ketiga, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memberdayakan pemerintahan desa melalui sistem otonomi daerah dan
desentralisasi, maka UU Desa merupakan upaya nyata pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan dalam
melaksanakan fungsi administrasi, pelayanan publik dan pembangunan di desa yang sebelumnya dilakukan. Selanjutnya
UU Desa diundangkan dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi pemerintahan desa dengan memberikan
kewenangan yang lebih luas, alokasi anggaran yang memadai, dan meningkatkan kapasitas perangkat desa. Upaya
penguatan pemerintah pusat atas pemerintahan desa yang terkandung dalam semangat pemerintahan desa melalui
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pelibatan masyarakat dapat menentukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa untuk memenuhi
peningkatan akuntabilitas, transparansi dan keberhasilan program pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan daerah
dan potensi. (Dunggio et al, 2021) Keempat, peningkatan pelayanan publik di desa, baik pelayanan administrasi,
pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar, harus dilakukan untuk mewujudkan idealitas tatanan kemasyarakatan
dan keadilan.(Haris, 2023a) Meskipun demikian, amanat luhur UU Desa untuk mewujudkan sistem komando desa yang
memenuhi akuntabilitas, transparansi dan kesuksesan program pembangunan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan
potensi mulia lokal, ternyata pada realitanya masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya
beberapa catatan negatif pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia. Beberapa catatan negatif para akademisi tentang
pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang teridentifikasi antara lain: Pertama, ketidak sinkronan Peraturan Desa
dengan Peraturan Nasional yang sangat potensial menimbulkan konflik antara pemerintah desa dan pemerintah
pusat.(Wijayanto ef al,, 2022a) Kedua, minimnya harmonisasi Peraturan Desa dengan Peraturan Perundang-undangan
Nasional.(Wijayanto ef al., 2022b) Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah desa dalam
pengelolaan keuangan dan sumber daya desa yang menutup kesempatan pengelolaan sumber daya desa secara
integratif.(Haris, 2023b) Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan
desa.(Haris, 2023b) Kelima, kurangnya kapasitas aparatur untuk mengelola desa dengan baik yang berdampak jauhnya
nilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa. (Bisri, 2023). Berangkat dari hasil-hasil penelitian diatas,
maka upaya yang paling mendesak dilakukan pemerintah Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk mendukung
proses pembangunan desa. Setidaknya asumsi ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
warsa 2024 yang diklasifikaiskan menjadi dua kelompok besar pendekatan, yakni: Pertama, pemberdayaan masyarakat
melalui optimalisasi sumber daya desa yang dilakukan oleh: (Ramiyanto et al.,, 2024; Wawuru et al., 2024; Ghifari et al., 2024;
Khotimah et al,, 2024; Herlina ef al.,, 2024; Achmad, 2024) Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi Mitra
Pemerintah Desa yang dilakukan oleh: (Mahdi et al., 2024; Azkiya et al., 2024; Sugiarto et al, 2024; Nik Haryanti ef al,,
).(Strategi Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pojok Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar | Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, n.d.) Hasil-hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat yang telah disebutkan pada tataran substansinya menunjukkan bahwa pemberdayaan
masyarakat sangat menentukan proses pelaksanaan pemerintahan desa yang partispatif pada satu sisi. Namun pada sisi
lain hasil penelitian dan pengabdian masyarakat juga memberikan infromasi pemberdayaan harus diarahkan pada
kemandirian sosial masyarakat secara nyata. Untuk mendapatkan distingsi penelitian dengan penelitian-penelitian
terdahulu, maka penelitian ini diarahkan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui Pemerintah Desa. Oleh
sebab itu penelitian ini diarahkan pada pembahasan tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa
Menuju Kemandirian Sosial.” Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menambah dan menguatkan
urgensi pemberdayaan masyarakat melalui Pemerintah Desa harus yang dilakukan harus diarahkan pada kemandirian
sosial untuk menuju pemerintahan desa yang berorientasi pada pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara
mandiri. Pembahasan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis korelasi pemberdayaan masyarakat melalui
pemerintahan desa menuju kemandirian sosial. Maka rumusan masalah dikonsep sebagai berikut: bagaimana hubungan
pemerintahan desa dengan pemberdayaan masyarakat dan bagaimana mekanisme pemberdayaan masyarakat menurut

UU Desa menuju kemandirian sosial.

METODE

Penelitian ini mempunyai jenis penelitian hukum normatif yang lebih mengutamakan studi pustaka (library research).
Adapun pendekatan yang diguanakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni mendeskripsikan dan menganalisis korelasi
pemberdayaan masyarakat dengan pemerintahan desa menuju kemandirian sosial. (Efendi, 2014) Penelitian ini
menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum primer yang diambil dari dokumentasi dan penelusuran
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literatur tentang isu terkait yang baik bersifat pribadi maupun publik. Adapun analisis penelitian menggunakan content
analisys terhadap muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa
yang disajikan secara deskriptif. (Soekanto, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Kemandirian Sosial
1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam
kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi
dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat
miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-
pranatanya.(Katili ef al,, 2022) Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka
12 dijelaskan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa. Pengertian tersebut dipertegas juga pada PENJELASAN UU Desa pada I UMUM point 2
huruf b Tujuan dan Asas Pengaturan angka 12 yang memberikan gambaran bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah
upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan
kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Maksudnya, upaya yang
dilakukan dalam rangka meningkatkan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat dalam
segala bidang, sehingga terjadi pertambahan kualitas kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan problematika
kehidupan serta pemenuhan aneka kebutuhan kehidupan masyarakat baik secara individual maupun komunal.
Sehingga stabilitas ekonomi, politik, budaya dalam sekup pribadi, keluarga, maupun masyarakat tercapai nyata. Sebab
jika dilihat dari tujuan pemberdayaan masyarakat menurut UU Desa Pasal 83 ayat (2) dan (3) tidak lain diarahkan untuk
peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan
partisipatif. Sebagai konsekuensi logisnya, pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan hanya sepihak oleh
pemerintah desa tanpa andil masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat secara aktif dan
partisipatif dan diwujudkan dengan pendampingan pemeritah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun
pemantauannya, sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 112 ayat (4) UU Desa. Sehingga terwujud pemberdayaan
masyarakat yang membentuk individu dan masyarakat mandiri, baik berfikir, bertindak, maupun berperilaku.
Adapun kemandirian tersebut dibuktikan dengan adanya kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta
melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.
Pemberdayaan dalam arti luas merupakan suatu tindakan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar
mampu menempatkan diri secara proporsional. Keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan sustainable development
yang sangat tinggi, menyebabkan pemberdayaan masyarakat menjadi prasyarat pembangunan desa menuju
keberlanjutan ekonomi dan sosial yang dinamis. Sebab, proses pemberdayaan masyarakat secara terencana, terstruktur
dan koordinatif antara Pemerintah Desa bersama masyarakat akan tercapai sistem kemitraan pemerintahan desa dan
masyarakat dalam pembangunan desa. Melalui sistem kinerja kemitraan yang dilakukan bersama antara pemerintah
desa dengan masyarakat, secara tidak langsung akan terjadi proses saling mendukung dan saling melengkapi demi
terwujudnya keberdayaan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Sehingga dapat dikatakan
bahwa, harapan atau tujuan pemberdayaan masyarakat adalah visualisasi pembangunan sosial untuk merealisasikan
komunitas yang baik dan masyarakat yang mandiri. (Hasil Cari Yahoo Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui
Pelatihan Ternak Bebek Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Kedung Melati Kecamatan
Kesamben Kabupaten Jombang, n.d.)
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Pemerintahan Desa

Pada sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan desa dimaknai sebagai sistem administrasi dan manajemen yang

mengatur urusan dan kepentingan masyarakat di tingkat desa. Menurut UU Desa, pengertian pemerintahan desa

dapat ditemukan pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 2 yang memaparkan bahwa pemerintah desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga definisi Pemerintah Desa pada angka 3 Pasal tersebut dimaknai sebagai

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa. Melalui kewenangan yang diberikan Pemerintah untuk mengurus dan mengelola kepentingan dan kebutuhan

masyarakat, maka pemerintah desa mempunyai dampak langsung yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat

desa. Dilihat dari kewenangannya yang sangat besar dan signifikan bagi kehidupan masyarakat, pemerintahan desa
perlu didukung dengan struktur pemerintahan yang umumnya terdiri dari tiga elemen pokok dengan cakupan :

a. Pertama, Kepala Desa sebagai pimpinan utama yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengelola desa melalui
pemilihan langsung oleh masyarakat yang dikemas pada pesta demokrasi Pemilihan Kepada Desa;

b. Kedua, Perangkat Desa sebagai komunitas personel yang diberi tanggungjawab dan tugas membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan teknis seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan
Kepala Dusun (Kadus);

c. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai wakil masyarakat dalam merencanakan,
memantau, dan mengevaluasi kebijakan desa. Anggota BPD dipilih oleh masyarakat dan bekerja sama dengan
kepala desa dalam merumuskan peraturan desa dan kebijakan lainnya.

Kemandirian Sosial
Istilah kemandirian (resilience) sering diidentikkan dengan keberlanjutan diri, mengelola diri sendiri, tidak tergantung,
dan otonom. Sedangkan masyarakat (cormmunity/society) adalah komunitas yang terdiri dari person-person dalam
wilayah tertentu, memiliki satu atau lebih ikatan bersama dan saling berinteraksi sosial. Sehingga kemandirian
masyarakat bisa dimaknai dengan kemandirian sosial yakni kondisi atau keadaan tertentu dimana setiap elemennya
tidak lagi bergantung kepada pihak lain dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhannya. Kemandirian sosial yang
tidak bergantung dengan pihak lain disini tidak bisa dipahami sebagai sikap pemerintah desa yang eksklusif, sebab
eksklusifitas malah justeru menyebabkan ketertinggalan pembangunan desa, karena keterbatasan sumber daya desa.
Makna kemandirian sosial harus dimaknai inklusifitas dari pihak luar selama memiliki keselarasan dengan tujuan dan
proses serta ketersediaan sumber daya desa yang ada. Sehingga perubahan sosial pada masyarakat mandiri bisa
dibentuk juga melalui perilaku kolektif masyarakat baik dengan inisiasi pihak luar (pemerintah) maupun inisiasi
anggota masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, pengembangan kemandirian masyarakat juga dapat dipandang sebagai
perubahan sosial dari situasi tergantung kepada pihak lain menuju kemandirian atas inisiatif dan kreativitas masyarakat
setempat. Kemandirian sosial dalam kajian pembangunan berkelanjutan dapat diidentifikasi dengan beberapa
karakteristik sebagai berikut :

a. Pertama, memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung;

b. Kedua, memiliki tanggung jawab kolektif; dan

c. Ketiga, memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan. (Amalia ef al., 2016) Kemandirian dalam
konteks UU Desa merupakan hal penting yang menjadi landasan serta acuan pembangunan desa di Indonesia. Hal
itu bisa ditemukan pada salah satu point b konsideran UU Desa. Sehingga kemandirian dicantumkan pada BAB1
KETENTUAN UMUM Pasal 1 agka 12 sebagai salah satu sasaran pengembangan dalam proses pemberdayaan
masyarakat desa. Pengertian kemandirian juga diperkuat dengan PENJELASAN UU Desa pada I UMUM point 2
huruf b Tujuan dan Asas Pengaturan angka 9 yang memperjelas bahwa kemandirian dimaknai dengan suatu
proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka
memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
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Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Desa dengan kelengkapan strukturnya dibentuk sejatinya disertai dengan amanat menjalankan fungsi
Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa. Sehingga Desa harus diarahkan pada fungsi Pemerintah
Desa yang diatur dalam Pasal 2 UU Desa, yakni untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggaf lka sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara Pemerintahan di tingkat Desa, Kepala Desa bersama perangkat
desa diberi hak, kewajiban, larangan, serta kewenangan untuk menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan asas
pemerintahan Desa yang telah diatur perundang-undangan (pasal 26, 27, 28, 29 UU Desa). Berpijak dari berbagai
kewenangan yang diberikan kepada kepala desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya diarahkan untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial
ekonomi.(Gantino et al.,, 2024) Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat secara partisipatif melalui melalui tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (pasal 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 UU Desa). Upaya
pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa pastinya dilakukan melalui beberapa
langkah bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan cara sesuai
dengan Pasal 112 ayat (3) dan (4) UU Desa yakni, menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologj,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; meningkatkan kualitas
pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan memfungsikan
institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.(Madina et al,, 2024) Sedangkan ending
amanat pemerintahan Desa menurut Pasal 82 UU Desa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan Desa yang
dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Melalui pemaparan beberapa
fungsi Pemerintahan Desa diatas, dapat dikatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat menurut UU Desa merupakan
mean goal (tujuan utama) pemerintahan Desa. Artinya kekuasaan yang dilimpahkan kepada Kepala Desa untuk
menjalankan Pemerintahan Desa puncaknya harus mampu menjadikan masyarakat berdaya. Pemberdayaan masyarakat
yang dimaksud adalah, Pemerintah Desa harus melakukan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (12) Penjelasan UU Desa.(Yanti et al,, 2023) Eksistensi
Pemerintah Desa dapat pula dimaknai sebagai pelaksana kekuasaan pemerintah dalam rangka memberdayakan
masyarakat Desa. Artinya, ukuran keberhasilan Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya akan dianggap
berhasil ketika Pemerintah Desa mampu memberikan solusi-solusi terhadap esensi permasalahan dan mampu menjawab
berbagai kebutuhan masyarakat Desa. Selaras dengan muatan materi PENJELASAN UU Desa pada | UMUM point 2
huruf b Tujuan dan Asas Pengaturan angka 12 yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh
Pemerintah Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa. Maka, realisasi pemberdayaan masyarakat Desa yang diartikan masyarakat mandiri baik
secara kognitif, konatif, psikomotorik, maupun afektif dapat dipaparkan sebagai berikut :
1. Penetapan Kebijakan Masyarakat.

Proses penetapan kebijakan Pemerintah Desa adalah proses pembuatan dokumen dan keputusan yang dirumuskan

untuk mengatur, mengelola, dan memajukan desa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengertian tersebut

dapat ditemukan pada Penjelasan UU Desa pada Tujuan dan Azas pengaturan huruf b angka 12. Keberadaan ketetapan
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kebijakan sangat urgen dalam pemerintahan desa sebab ketetapan tersebut menjadi rambu-rambu dasar

keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Desa. Pada konteks desa kebijakan yang telah ditetapkan secara

otomatis menjadi dasar hukum pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya, sekaligus menjadi komando
dan arah implementasi kewenangan Pemerintah Desa. (Aminah ef al,, 2024) Jika dilihat dari bentuknya, kebijakan
pemerintah desa secara umum dapat ditemukan dalam beberapa wujud, yang diantara wujudnya antara lain :

a. Pertama, Peraturan Desa (PerDes). Tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk memberikan ketentuan bagi
masyarakat Desa dan pemerintah Desa dalam menjalankan kehidupan baik secara individual maupun komunal
yang biasanya segala hal ihwal kehidupan masyarakat yang telah dispesifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi Desa. Pembentukan PerDes oleh Kepala harus melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sebab menurut BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1UU Desa BPD dimaknai sebagai lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis. Secara detail, Perdes yang bentuk Kepala Desa bersama BPD dijadikan sebagai
paduan pelaksanaan kehidupan desa, administrasi, penggunaan anggaran, serta peraturan tata tertib sosial. (Ryan
et al.,, 2018) Jika dikaji lebih dalam adalah upaya UU Desa untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan
pemegang otoritas desa menjalankan kekuasaannya. Sehingga syarat mutlak persetujuan BPD dalam proses
pembentukan PerDes sangat menentukan keberlakuan PerDes bagi masyarakat. Artinya BPD sebagai wakil
masyarakat memerankan fungsinya baik aspirasi, kritik, saran maupun evaaluasi dalam proses pembentukan
PerDes. Multi peran BPD pada pembentukan PerDes harus dimaknai sebagai upaya Pemerintah untuk membuka
ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memberikan aspirasi dan kontibusinya terhadap PerDes yang
sedang dibentuk. Sehingga melalui BPD, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan ide, gagasan, usulan,
kritik, bahkan saran demi terbentuknya PerDes yang relevan terhadap kebutuhan dan kondisi Desa. (Pembentukan
Peraturan Desa Partisipatif Bagi Aparatur Dan Masyarakat Menuju Tata Kelola Desa Yang Berkeadilan | Jurnal
Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), n.d.);

b. Kedua, Keputusan Kepala Desa dengan pemaknaan dokumen resmi yang kebijakan, tindakan, atau keputusan
yang berhubungan dengan administrasi dan pelaksanaan pemerintahan desa. Tidak berbeda jauh dengan
pembentukan PerDes, pembentukan Keputusan Kepala Desa diawali dengan koordinasi Kepala Desa dengan
perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan stakeholder untuk memastikan produk keputusan yang
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Proses demikian tentunya tidak bisa direalisasikan
hanya dengan agenda-agenda formalitas yang bermuatan sosialisasi-sosialisasi draft-draft Keputusan Kepala Desa.
Namun harus menapaki proses dialektika kewenangan pemegang kekuasaan dengan kubutuhan masyarakat yang
diwakili BPD serta terbuka dengan masukan, kritik, saran stakeholder, sehingga tercipta Keputusan Kepala Desa yang
partisipatif dan akuntabel. (Hartatik et al,, 2024). Dinamika pembentukan Keputusan Kepala Desa yang dialektis
pastinya tidak dapat menghidari pro-kontra, terlebih ketika menjelang penetapan Keputusan Kepala Desa.
Dinamika demikian harus dipandang sebagai proses pendidikan secara langsung baik bagi masyarakat maupun
Kepala Desa beserta perangkatnya untuk menuju kedewasaan dan kebijaksanaan menuju produk hukum desa
yang efektif dan efisien. (Kotalaha et al., 2021). Kontroversi pandangan dan pendapat serta pertimbangan dalam
proses pembentukan Keputusan Kepala Desa musti dilhami dan didorong oleh semangat realisasi pendidikan
bersama untuk mencapai pengetahuan, pemahaman, pemecahan permasalahan, dan pembuatan keputusan yang
memberi kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat luas dan bebas dari diskrimanasi serta mengakomodasi
kebutuhan hukum masyarakat secara merata. Dilihat dari keberdayaan masyarakat, kondusifitas proses
pembentukan PerDes dan Keputusan Kepala Desa yang melibatkan masyarakat dapat dikatakan sebagai
pemberdayaan kognitif masyarakat, dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, serta membuka wawasan
semua pihak dalam menerima, memproses informasi dalam pemecahan masalah serta pembuatan keputusan
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes).(Riyanto et al.,, 2023) Sebab RKPDes memuat arah dan rencana kegiatan serta alokasi anggaran desa untuk
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satu tahun ke depan dan APBDes yang berisi rincian alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan dan program
Desa.(Firmansyah et al., 2023);

c. Ketiga, Musyawarah Desa sebagai forum pertemuan yang menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan desa, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dengan
informasi penggunaan anggaran dalam kegiatan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
yang mengatur dan merencanakan pembangunan desa dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta Dokumen
Khusus dalam wujud kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa pada situasi-situasi tertentu.

2. Penetapan Program Masyarakat.

Penetapan program masyarakat merupakan tahapan kedua setelah adanya penetapan kebijakan masyarakat oleh
Pemerintah Desa. Penetapan program pemerintah desa merupakan proses untuk memastikan relevansi program-
program pemerintah desa dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa yang ditetapkan berdasarkan
rencana pembangunan desa. Pentapan prorgam masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa merupakan langkah
penting untuk menghantarkan realisasi-realisasi kebijakan pemerintah secara terencana dan terukur. Pada proses
penetapan program masyarakat, Pemerintah Desa tidak dapat meninggalkan keterlibatan komponen-komponen
penyangga masyarakat yang secara langsung maupun tidaak langsung memiliki hak untuk memberikan kontribusi
terhadap penetapan tersebut. (Am, 2024) Sebab tanpa ada peran aktif masyarakat, dapat dipastikan penetapan program
masyarakat oleh pemerintah Desa akan menjauhkan realisasi program dari relevansinya terhadap esensi masalah dan
kebutuhan kebutuhan masyarakat. Diantara agenda penetapan program masyarakat yang dianggap mampu
mengakomodir esensi dan kebutuhan masyarakat saat ini diantaranya:

a. Pertama, Musyawarah Desa (Musdes) dalam artian forum pertemuan yang melibatkan seluruh warga desa dan
pemangku kepentingan desa diadakan untuk membahas berbagai isu perencanaan maupun penetapan programs-
program desa. Hal tersebut didasarkan pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 5 UU Desa yang
memberikan makna MusDes sebagai musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis. Maka Musdes dapat dianggap gerbang pembuka masuknya aspirasi dan masukan dari masyarakat
mengenai kebutuhan dan prioritas desa. Sebab pada agenda Musdes dilakukan pembahasan program antara
Pemerintah Desa bersama masyarakat secara terbuka dan transparan. Keterbukaan dan transparansi pastinya
diorientasikan untuk menghindarkan out put Musdes yang tidak diskriminatif. (Ismail et al.,, 2023) Sehingga hasil
Musdes benar-benar merupakan kesepakatan yang dicapai secara sadar, terencana, dan terukur tanpa merugikan
pihak manapun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa;

b. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Penyusunan RPJMDesa diberikan kepada
Pemerintah Desa atas dasar kewenangan untuk merencanakan pembangunan kabupaten/kota. Sebagai salah satu
dokumen perencanaan di desa, maka RPJMDes memberikan arah jangka pembangunan desa yang dituangkan
dalam tiga jangka pembangunan, yakni: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8
(delapan) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Hal itu ditemukan pada ketentuan UU Desa Pasal 79. Jika dilihat dari muatannya, RPJMDes berisi tetang visi, misi,
tujuan, dan sasaran pembangunan desa yang akan dicapai dalam jangka menengah. Pada sistem Pemerintahan
Desa yang terencana dan terukur, RPJMDes berfungsi sebagai pedoman tertulis yang harus dijadikan acuan
realisasi-realisasi kebijakan Pemerintah Desa dan sebagai dokumen resmi yang dirujuk masyarakat untuk
melindungi hak-haknya dari penyalahgunaan dan penyimpangan kewenagan Pemerintah Desa.(Alkatiri et al,,
2023) Selain itu RPJMDes juga difungsikan sebagai tolok ukur paradigma dan evaluasi proses pembentukan
RPJMDes agar terhindar dari ragam manipulasi atau rakayasa ekspoitatif oleh pihak yang tidak bertanggungjwab
terhadap sumber daya desa. Maka keaktifan, kreativitas serta kepekaan BPD terhadap kondisi desa mutlak
dibutuhkan pada proses pembentukan RPJMDes yang mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. (Peran
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lendang Nangka Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa | Jurnal
Pengabdian Sosial, n.d.);

. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Selain RPJMDes yang berbentuk dokumen, RKPDes juga

berbentuk dokumen perencanaan yang mencakup program dan kegiatan desa, namun dalam RKPDes dilengkapi
dengan dokumen alokasi anggaran untuk tahun tersebut, dan diatur dalam Pasal 79 ayat (5) UU Desa. Sebab
RKPDes memberikan rincian program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berdasarkan
RPJMDes. Sehingga standart ukuran pembiayaan program-program dibentuk dengan perimbangan masukan dari
Musdes dan disahkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD. (Amane et al., 2022) Mekanisme
pembentukan RKPDes sedemikian itu tidak lain ditujukan untuk membuka luas keterlibatan masyarakat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi desa, mengoptimalisasikan peran BPD sebagai pengawas Pemerintah Desa untuk
terbentuknya RKPDes yang tidak hanya memiliki legalitas, namun juga memiliki legitimasi yang tinggi. Keempat,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diwujudkan dokumen dengan rincian rencana
pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan yang dalam ketenuan Pasal 79 Ayat (5) UU
Desa disusun dalam Peraturan Pemerintah. Tujuan APBDes adalah untuk mengalokasikan dana berbagai program
dan kegiatan yang telah ditetapkan RKPDes berdasarkan RKPDes. Sejatinya tujuan alur mekanisme demikian
dibentuk untuk beberapa sasaran yang diaharapkan. Diantara sasaran yang hendak dicapai antara lain: keselarasan
rencana dan anggaran dengan tujuan pembangunan desa, memberikan ruang partisipasi masyarakat dan
transparansi manajemen pemerintahan desa menuju kepercayaan masyarakat, akuntabilitas produk hukum
melalui mekanime check and balance, kepatuhan terhadap regulasi hukum yang ada, konsolidasi dan koordinasi
antara rencana kerja dan alokasi anggaran, serta menciptakan APBDes yang efektif dapat diterima, dipahami, dan
dilakasanakan oleh masyarakat.(Isnaeni ef al,, 2024). Kelima, Penetapan Program dan Kegjatan sebagai rencana
konkret yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai amanat muatan Pasal 79 Ayat (6) UU Desa yang
didelegasikan pelaksanaannya kepada kepala desa dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan
program dan kegiatan dilakukan setelah APBDes disahkan, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan
yang berlaku secara transparan. Transparansi proses penetapan program dan kegiatan tentunya akan sangat
kondusif untuk melahirkan produk hukum desa yang benar-benar memberi solusi permasalahan dan kebutuhan
masyarakat. Sebab pada proses ini produk hukum desa tidak tumpang tindih serta lebih bisa diterima
kemanfaatannya oleh masyarakat. (Sanjaya ef al.,, 2023). Keenam. Pelaksanaan dan Evaluasi Program. Keberadaan
tahap pelaksanaan program ditujukan untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan program telah sesuai dengan
rencana, sedangkan evaluasi program untuk mengukur dampak serta pengaruh program bagi masyarakat. (Robi
et al,, 2024) Pelaksanaan evaluasi terhadap program oleh Pemerintah Desa idealitasnya dilakukan secara berkala
perbulan, tiga bulanan, enam bulanan, ataupun tahunan sesuai rencana waktu yang telah ditentukan RKPDes.
Adapun hasil evaluasi disampaikan kepada masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Beberapa sasaran
target yang harus dicapai oleh Pemerintah Desa pada pelaksanaan evaluasi program diantaranya: tercapainya
transparansi dari kinerja Pemerintah Desa dan kepercayaan masyarakat yang diperoleh dari ketepatan penggunaan
anggaran desa dengan penyelesaian permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Sehingga peningkatan kualitas
pelaksanaan program pun juga terbuka luas melalui keterlibatan aktif masyarakat, sebab masyarakat tidak lagi
hanya merasa sebagai objek kebijakan, tetapi masyarakat sudah menganggap dirinya sebagai mitra Pemerintah
Desa yang memiliki tanggungjawab juga atas pembangunan desa. esa yang memiliki tanggungjawab juga atas
pembangunan desa. Ketujuh, Pelaporan dan Pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang
pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat, stakeholder serta BPD dalam penggunaan
dana desa pada program-program yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan diukur
dari keselarasannya dengan RKPDes dan APBDes. Sedangkan infromasi disampaikan oleh Kepala Desa untuk
memberikan data lapangan sebagai masukan meningkatkan akuntabilitas, kejujuran dan keterbukaan
pemerintahan desa dalam rangka mendukung fungsi pengawasan BPD.(Natalia, 2020).
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3. Penetapan Kegiatan

Tahapan ini dapat dianggap sebagai tahapan puncak dalam konteks kebijakan pemerintah desa. Sebab substansi

kebijakan penetapan kegiatan menjadi panduan pelaksanaan model interaksi yang direalisasikan. Keberhasilan

penetapan kegiatan oleh Pemerintah Desa dapat dilihat dari keselarasan ketetapan dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat. Penetapan kegiatan yang ditempuh oleh Pemerintah Desa cukup banyak dan membutuhkan

Ketelitian serta kejelian tinggi. Diantara langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Desa untuk mengantarkan

pada ketetapan yang relevan dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Pertama, Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat
merupakan langkah awal yang harus ditempuh Pemerintah Desa untuk mendapatkan informasi tentang realita
kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Pada langkah ini Pemerintah Desa harus benar-benar objektif
memandang realita yang terjadi tanpa memberikan intervensi kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Sehingga
identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat akan sangat efektif jika diformat dalam bentuk Musdes yang
terbuka dengan aspirasi serta pendapat masyarkat tentang realita kehidupan yang terjadi. Sebab kebebasan
masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam konteks MusDes akan membuka pemahaman yang utuh bagi
Pemerintah desa terhadap kondisi masyarakat. Sehingga penetapan prioritas pemecahan problem masyarakat pun
dapat tercapai secara tepat.(Identifikasi Masalah Dan Potensi Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar
Dan Menengah, n.d.) Selain itu, untuk menuju identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang efektif da
efisien dibutuhkan juga survei dan penelitian tim khusus independen agar mendapatkan hasil survei dan penelitian
yang obyektif tanpa dipengaruhi pihak manapun tentang data kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur desa.
Sebab, hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh tim independen lebih dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, karena didukung oleh objektivitas dan keakuratan data, netralitas perspektif dan kepentingan, kredibilitas
hasil, transparansi dan akuntabilitas, serta memimalisir terjadinya manipulasi data golongan tertentu.

b. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merumuskan visi, misi, dan tujuan
pembangunan desa berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Visi dan misi harus
mencerminkan masalah utama dan prioritas kebutuhan desa. (Hasanati et al,, 2023) Perumusan RPJMDes yang
mengakomodir visi, misi, masalah, serta kebutuhan masyarakat adalah sebagai wujud nyata penetapan sasaran dan
strategi sebagai follow up konkret terhadap hasil identifikasi sebelumnya. Karena pemecahan problem dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat yang telah diakomodir RPJMDes secara otomatis akan dijadikan program kerja
prioritas Pemerintah Desa. Sehingga realisasi RPJMDes pun menjadi langkah strategis Pemerintah Desa dalam
rangka menyelesaikan problematika aktual masyarakat serta upaya nyata dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Tentunya kondisi demikian akan berpengaruh pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam
proses pemerintahan yang akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggunjawab terhadap pencapaian sasaran
Pemerintah Desa.

c. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dilandaskan pada hasil identifikasi masalah dan kebutuhan
masyarakat. Perwujudan langkah ini dapat dibuktikan dengan alokasi anggaran pada pemecahan berbagai krisis
yang terjadi di masyarakat. Penanganan krisis masyarakat yang include dalam RKPDes dilakukan dikandung
maksud untuk menghindari munculnya dampak negatif berantai yang berkepanjangan. Sehingga penanganan
yang cepat dan tepat atas krisis yang terjadi di masyarakat hakikatnya merupakan salah satu realisasi distribusi
keadilan sosial berdasarkan orientasi pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
(Nasution et al.,, 2023) Keberhasilan distribusi keadilan yang meminimalisir ketimpangan sosial dan kesejahteraan
sosial dalam konteks kehidupan masyarakat bisa diartikan sebagai upaya pencegahan permasalahan-permasalahan
masyarakat dalam jangka panjang. Adapun pencegahan permasalahan yang dimaksud adalah dengan
memberikan kepuasan publik dan pengelolaan resiko yang lebih baik.
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d. Keempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan untuk kegiatan sesuai dengan
masalah dan kebutuhan masyarakat. Alokasi anggaran tentunya sangat membutuhkan transpsaransi dan
akuntabilitas untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Sebab penggunaan anggaran yang
sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. (Sinurat,
2020) Sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, baik secara konseptual dalam APBDes
maupun aplikatif dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Implikasi kondisi demikian bagi masyarakat pastinya
akan berpengaruh pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa serta memberikan
manfaat jangka panjang secara menyeluruh.

e. Kelima, Implementasi dan penilaian kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat baik dalam
kegiatan maupun penilaian dikandung maksud untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan yang dilaksanakan
benar-benar telah sesuai dengan harapan masyarakat dan telah memberikan solusi efektif terhadap permasalahan
masyarakat. (Rohyadi et al., 2024) Mekanisme ini bisa difungsikan untuk menggali alternatif-alternatif solusi yang
memperkaya perbendaharaan pertimbangan yang dirujuk oleh Pemerintah Desa dalam penetapan kebijakan
dimasa mendatang. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh adalah bertambahya pengetahuan dan pemahaman
masyarakat terhadap kondisi desa serta alternatif penyelesaian masalah yang harus dihadirkan. Sehingga
implikasinya pemberdayaan sumber daya desa lebih optimal sebab didukung dengan tigkat kepercayaan
masyarakat terhadap Pemerintah yang tinggi.

f.  Keenam, Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas program terhadap pemecahan
masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui
kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan, kesiapan pelaksana dan masyarakat, serta pengaruhnya terhadap
masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga ditemukan faktor-faktor pendukung maupun
penghambat program dan kegiatan yang terlaksana. Berpijak dari temuan ini, maka dapat ditemukan idealitas
ukuran yang harus dirujuk dalam penetapan progran dan kegiatan desa. Sehingga Pemerintah Desa akan lebih
mudah menentukan jenis program dan kegiatan manakah yang harus dipertahankan, diperbaiki, maupun
dihapuskan.(EKSISTENSI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAPIR KECAMATAN SETELUK KABUPATEN
SUMBAWA BARAT | JURNAL STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN, n.d.) Berdasarkan hasil pengukuran
yang telah dicapai, selanjutnya Pemerintah Desa adalah menyesuaikan anggaran dan sumber daya desa dengan
cara mengalihkan program maupun anggaran yang kurang efektif ke ranah program dan anggaran lain yang
membutuhkan perbaikan dan penguatan.

g. Ketujuh, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mencakup hasil pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran,
dan dampak terhadap masyarakat. Dokumen laporan pertanggungjawaban disusun dengan cakupan informasi
penggunaan sumber daya publik dan disampaikan secara langsung kepada masyarakat oleh Kepala Desa.
Penyampaian laporan pertanggungjawaban langsung oleh Kepala Desa dilakukan dengan tujuan untuk
menunjukkan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas segala pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
(Flambonita ef al., 2022) Selain penyampaian langsung laporan pertanggungjawaban berfungsi untuk menunjukkan
komitmen pemerintahan desa terhadap keterbukaan dan kejujuran, laporan pertanggungjawaban untuk
memenuhi kepuasan dan kepercayaan masyarakat serta membuka peluang bagi masyarakat dalam memberikan
tanggapan baik dalam bentuk masukan, kritik, maupun saran bagi Pemerintah Desa. Adapun jika ditinjau dari segi
administrasi, dokumen laporan pertanggungjawaban bisa digunakan untuk data identifikasi problem masyarakat
sejak dini bagi keberlangsungan pemerintahan desa selanjutnya, dimana dokumen tersebut menjadi dokumentasi
dan rekam jejak yang dapat digunakan sebagai bahan dasar penguatan tata kelola pemerintahan desa berikutnya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU Desa Menuju Kemandirian Sosial
Keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan eksistensi dan kewenangan Pemerintah Desa yang sangat besar cukup
menjadi argumentasi kuat untuk mengarahkan perspektif bahwa Pemerintah Desa menjadi faktor utama dalam
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mengantarkan masyarakat menuju kemandirian sosial. (Wahyudi, 2023) Kemandirian sosial yang dimaknai kondisi
kemampuan masyarakat dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya tanpa bergantung kepada pihak lain harus
menjadi agenda utama pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa. Sebab Desa didudukkan sebagai agen negara
dalam kerangka merealisasikan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera. Hal tersebut dituangkan dalam Penjelasan UU Desa Point 2 Tujuan dan Asas Pengaturan huruf a
tentang Tujuan Pengaturan. Oleh sebab itu penetapam program-program Pemeritah Desa mesti dibawa pada
pemberdayaan sosial sesuai karakteristik kemandirian sosial berikut :
a. Masyarakat memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung
Kompleksitas problematika yang dihadapi masyarakat desa yang sangat multidimensional memamng merupakan
beban berat yang harus mendapatkan penyelesaian ekstra baik bagi Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
Permasalahan-permasalahan masyarakat desa mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, informasi, kecakapan
teknologi serta permasalahan-permasalahan yang disebabkan kegagalan tata kelola pemerintahan desa tidak bisa
dipungkiri masih menjadi kendala dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, kondisi-kondisi tersebut tidak
bisa dibiarkan dan harus mendapatkan penanganan serius agar masyarakat segera terbebas dari ketidak berdayaannya.
Maka yang harus dilakukan pemerintah desa pertama kali adalah mengidentifikasi segala potensi yang dimiliki desa
dalam segala hal. (Musleh ef al., 2024) Tindakan tersebut ditujukan untuk mengklasifikasikan jenis potensi sumber daya
desa yang secepatnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Karena ketidak kecukupan kebutuhan masyarakat
tidak selalu disebabkan karena ketiadaan sumber daya desa. Tetapi seringkali hal itu disebabkan karena kelemahan
atau kealpaan pemerintah desa dari pengetahuan dan informasi potensi desa sebagai modal alamiah yang bisa
diberdayakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berangkat dari identisikasi kebutuhan
dan potensi desa, pemerintah desa dapat melanjutkan pada tahap aktualisasi-aktualisasi program-program masyarakat
dalam rangka upaya menjadikan potensi desa sebagai modal utama pembangunan finasial bagi masyarakat agar
memiliki kekuatan ekonomi. Eksistensi potensi desa yang melimpah telah diakui oleh negara sebagai salah satu
kekuatan yang harus dikembangkan untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan secara nasional yang kuat. Sehingga
masyarakat harus diberi kebebasan untuk mengembangan segala potensinya dalam rangka mewujudkan kemandirian
yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada
Penjelasan UU Desa l UMUM angka 12 yang menjelaskan eksistensi Lembaga Adat Desa sebagai kesatuan masyarakat
hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri beserta lembaga adat yang telah tumbuh dan
berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Eksistensi masyarakat hukum adat dipandang oleh negara memiliki
wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang
untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan
dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sehingga lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa
dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dengan
mengopimalkan fungsi potensi desa tentunya tidak bisa dilakukan sendiri hanya oleh Pemerintah Desa saja.
Pemberdayaan harus dikerjakan bersama seluruh elemen desa baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, maupun
evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Sehingga pintu aspirasi dibuka luas bagi masyarakat untuk
memberikan usulan, kritik, maupun saran untuk menuju pembangunan desa yang partisipatif. (Tohari et al., 2024) Oleh
sebab itu masyarakat ditempatkan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya. Selain
Pemerintah Desa berfungsi sebagai mitra masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa
juga harus difungsikan sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan dukungan baik dalam bentuk gagasan maupun dalam wujud bantuan pendanaan yang mempercepat
proses pemberdayaan masyarakat. Secara umum, potensi desa sangat beragam. Sehingga dengan menggunakan
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pendekatan mitra masyarakat Pemerintah Desa akan terbentuk sistem kerja pemerintah desa yang tidak hanya
menggurui masyarakat , namun adakalanya masyarakat didudukkan pada pihak yang lebih memahami dan
menguasai potensi serta pemanfaatannya, sehingga menjadi produktif dan lebih mampu memberikan kekuatan
ekonomi bagi masyarakat. Pada sistem kerja demikian pastinya Pemeritah Desa hanya sebagai fasilitator yang
memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mewujudkan kreativitasnya dalam kerangka memberi kontribusi
bagi masyarakat luas. Penyelesaian problem yang muncul dalam proses pemberdayaan potensi pun harus menjaga
konsistensi Pemerintah Desa pada posisi mediator yang menyerahkan sepenuhnya pada masyarkat dalam proses
pemecahannya. Pemberian ruang yang luas oleh Pemerintah Desa bagi masyarakat dalam proses pemberdayaan
masyarakat yang intensive, secara tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses
pembangunan desa. Terlebih lagi jika Pemerintah Desa terbuka dengan tata kelola pemerintahan desa dan penetapan
kebijakan desa berlangsung baik, maka masyarakatpun akan lebih aktif menjalankan aktor bukan hanya sebagai warga
desa, namun juga memerankan pengawasan terhadap sesama warga dalam kerangka mewujudkan tujuan bersama,
yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. (Damayanti ef al., 2023) Sehingga akan terbentuk suasana kekeluargaan
dalam proses pemberdayaan massyarakat dengan berdasarkan asas kerukunan dan gotong-royong yang
mempertahankan penyelesaian problematika dengan pendekaatan penyelesaian perkara retorative justice yang sangat
mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Pada situasi demikian pastinya seluruh komponen
masyarakat akan saling mendukung dan menopang munculnya ide atau gagasan dengan tidak membedakan asal dan
usul ide tersebut. Selama gagasan atau ide yang disampaikan dapat dijelaskan dan direalisasikan serta diterima
permusyawaratan yang didasarkan pada mufakat, maka ide tersebut dapat diterima dan dilaksanakan bersama. Sebab
ide atau gagasan settelah melakui proses permusyawaratan masyarakat sudah bukan merupakan ide perseorangan
atau kelompok tertentu. Ide tersebut secara otomatis menjelma menjadi ide atau gagasan bersama untuk menuju
pemenuhan kebutuhan bersama masyarakat.(Yuniarman et al., 2023)

Masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif

Tanggung jawab kolektif sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep yang diusung oleh Penjelasan UU Desa
I UMUM Point 2 Tujuan dan Asas Pengaturan huruf b angka 9 yang mendefinisikan kemandirian sebagai suatu proses
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka
memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Tentunya pemenuhan kebutuhan masyarakat membutuhkan
pengembangan kapasitas masyarakat desa bersama Pemerintah Desa. Dimana pengembangan kapasitas masyarakat
bersama Pemerintah Desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan secara perlahan-lahan akan
membentuk kepribadian-kepribadian yang tanggap dan peka terhadap potensi-potensi desa. Masyarakat dengan
menggunakan kemampuannya baik individual maupun komunal semakin mengasah dan terasah ketika sistem
pembangunan desa terkonstruksi kemitraan. Pada kondisi ini masyarakat tidak lagi canggung untuk mengeksplorasi
ragam sumber daya yang tersedia. Berbekal kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Pemerintah Desa,
masyarakat akan lebih meguasai mekanisme pengelolaan sumber daya agar dapat memberikan kemanfaatan secara
nyata. Kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam konteks ini dapat
dianggap sebagamai kunci untuk membangun kemitraan dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa harus sadar
bahwa masyarakat lebih memahami cara pengelolaan sumber daya melalui kearifan lokal yang telah dipertahankan
dari generasi ke generasi.(Andraini, 2023). Kesadaran yang tinggi masyarakat terhadap nilai kearifan lokal yang ada
perlu mendapatkan perhatian besar oleh Pemerintah Desa. Sebab bagi masyarakat desa kearifan lokal bukan hanya
berfungsi sebagai pedoman berfikir ,namun kearifan lokal juga dianggap masyarakat sebagai panduan bertindak dan
berperilaku dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat, dimana kearifaan lokal mencakup aturan segala perilaku
kehidupan masyarakat mulai dari tatanan keyakinan, kepercayaan, interaksi sosial dan banyak lagi muatan yang
terkandung didalamnya. Nilai-nilai luhur yang menjadi azas kearifan lokal ini sebenarnya yang mampu membangun
kebersamaan dan ikatan kuat diantara anggota masyarakat. Sebab masyarakat secara keseluruhan telah memiliki
kesamaan perspektif terhadap keluhuran kearifaan lokal dan telah menyadari bahwa permberlakuan kearifan lokal
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sudah mampu membuktikan efektivitasnya yang tinggi dalam mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan nyata
tanpa mereduksi keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada terjalinnya
interaksi dan komunikasi sosial yang mengarah pada terrbentuknya hubungan emosional antar warga masyarakat
untuk membangun desa serta memberdayakan masyakatnya secara bersama-sama. Setiap komponen masyarakat
yang menyadari bahwa potensi sumber daya desa sebenarnya merupakan bekal dasar pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat, tentunya akan memiliki kesadaran untuk menggunakannya secara bijak.(Nora, 2023) Oleh
karena itu dibutuhkan kemufakatan musyawarah yang bisa diterima dan dilaksanakan bersama-sama dan
menghilangkan deternasi kelompok-kelompok tertentu. Pada situasi demikian semua anggota masyarakat
didudukkan pada posisi yang sama dan memiliki hak yang sama sesuai dengan kesepakatan mufakat yang telah ada.
Kesamaan persepsi mayarakat tentang urgensi potensi sumber daya desa berdasarkan kearifan lokal bagi
kelangsungan hidup masyarakat, pasti akan berimplikasi pada pentingnya pemberdayaan sumber daya bukan hanya
untuk kepentingan sesaat. Namun pemberdayaan potensi desa dalam penggunaannya harus disertai dengan upaya
penjagaan dan pelestarian fungsi sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan sumber daya alam
yang tidak mengindahkan keberlanjutan fungsinya akan membawa dampak buruk terhadap keberlangsungan
generasi mendatang dari anak keturunan mereka sendiri. Pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan potensi
sumber daya alam secara berkelanjutan selanjutnya akan mendorong komponen masyarakat untuk mengembangkan
jaringan sosial demi mendapatkan pencerahan dan implementasi pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada
keuntungan ekonomi sesaat, tetapi juga memperhatikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. (Soenaryo et al.,
2024) Komunikasi dan koordinasi pun dilakukan secara intensive. Sebab masing-masing anggota masyarakat
menyadari atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehingga untuk mendapatkan alternatif solusi
pemberdayaan sumber daya alam yang intregatif, holistik, dan berkelanjutan. Selain keterpaduan sistem pembedayaan
potensi sumber daya alam, melalui komunikasi dan koordinasi yang terstruktur dan terncana pada gilirannya akan
mengembangkan akses peluang-peluang baik yang diagendakan oleh pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Sehingga pemberdayaan potensi sumber daya desa dilakukan secara sistemik yang bukan hanya berdampak pada
pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, namun pemberdayaan potensi desa tetap menjaga dan melestarikan fungsi
sumber daya desa demi kelangsungan kehidupan generasi mendatang. (Purwanto et al., 2024).
¢. Masyarakat memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan.

Bersemi dan berkembangnya tanggungjawab masyarakat terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan fungsi sumber
daya desa yang ada dapat dijadikan pematik munculnya semangat masyarakat untuk berperan aktif dalam proses
pemberdayaan sumber daya desa. Masyarakat dalam konteks ini tidak lagi menganggap bahwa pemberdayaan
sumber daya desa hanya menjadi tangungjawab Pemerintah Desa, tetapi masyarakat telah merasa bahwa
pemberdayaan sumber daya desa juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Akhirnya masyarakat tergerak untuk
melakukan optimalisasi segala potensi sumber daya manusia yang selama ini masih terpendam dan belum
dioptimalkan. Kesempatan dan kepercayaan yang diterima masyarakat dari Pemerintah Desa merupakan pemicu
terkuat untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam kerangka maksimalisasi fungsi sumber daya desa. Berbekal
kesempatan dan kepercayaan tersebut, masyarakat berfikir keras dan sekuat-kuatnya untuk memecahkan
permberdayaan potensi sumber daya desa yang tersedia. (Juwandi et al., 2024) Selanjutnya mereka berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan seluruh komponen utama penyangga kebijakan baik dari kalangan pemerintah maupun dari
komponen lembaga kemasyarakatan. Sehingga pemberdayan sumber daya desa pun dilakukan dengan tetap menjaga
kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tetap
menggunaakan wawasan lingkungan yang mendudukkan lingkungan sebagai bagian kehidupan masyarakat.
Besarnya peran aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan sumber daya desa serta kesadaran yang tinggi terhadap
keberlanjutan fungsi sumber daya desa untuk generasi mendatang dapat dianggap sebagai indikator kemandirian
masyarakat. Sebab masyarakat telah sadar bahwa keberlangsungan hidup masyarakat sebenarnya bukan menjadi
tanggungjawab pemerintah, tapi merupakan tanggungjawab masyarakat sendiri. Sehingga baik dan buruknya
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pencapaian kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada upaya dan usaha yang dilakukan masyarakat. Oleh
sebab itu pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat membutuhkan gerakan masyarakat sadar menuju
kemandirian tanpa menggantugkan pada pihak lain. Sebenarnya kemandirian yang demikianlah yang harapan
pemerintahan desa yang berorientasi pada masyarakat. Dimana Pemerintah hanya menjalankan fungsi administrasi
dan pelaku utama pemberdayaan sekaligus pembangunan desa adalah masyarakat itu sendiri. (Raya et al, 2024).
Masyarakat dalam kondisi ini, akhirnya akan lebih kuat melakukan inisiasi dalam proses pemberdayaan fungsi sumber
daya desa dan jauh dari kebijakan-kebijakan yang sentralistik. Sebab masyarakat telah memiliki kemampuan untuk
mengorganisir segala elemen dan mengkoordinir kekuatan-kekuatan masyarakat dalam pergerakan pemberdayaan
sumber daya desa. Sehingga hasil pemberdayaan sumber daya desa lebih bisa dirasakan manfaatnya dan lebih bisa
diterima oleh masyarakat. Sebab proses pemberdayaan dianggap telah memenuhi nilai-nilai keadilan, telah
memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya desa, serta telah mampu meningkatkan kesejahteraan dengan
indikator peningkatan ketercukupan kebutuhan dan keinginan masyarakat.(Muhammad et al., 2023) Maka masyarakat
pun mandiri dalam menjalani kehidupannya dan tidak bergantung pada pihak lain dalam pemenuhan kebutuhannya
sesuai dengan konsideran UU Desa baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah desa merupakan langkah penting menuju kemandirian sosial. Pemerintah
desa memainkan peran strategis dalam perancangan dan pelaksanaan program yang mendukung pemberdayaan
masyarakat, dengan fokus pada pengembangan kapasitas individu dan kolektif. Pemberdayaan masyarakat harus
diarahkan pada: Pertama, pembinaan kapasitas dengan melakukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif yang
melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan program memastikan bahwa kebutuhan
dan keinginan mereka dipertimbangkan; Kedua, tanggung jawab kolektif dengan memanfaatkan kekuatan lokal seperti
keahlian, budaya dan sumber daya alam untuk mendorong kemandirian ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan; dan
Ketiga, kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan dengan meningkatkan ketrampilan melalui teknologi,
pendidikan bisnis dan kewirausahaan untuk memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup, serta
kemitraan antara pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat memperkuat upaya
pemberdayaan.
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